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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Penerbitan 1zin Usaha Mikro Kecil ( IUMK)
Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

OLEH

MUHAMMAD ALI
171801125

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 sehingga dalam penerbitan
izin usaha mikro dan kecil di Kantor Kecamatan Teluk Nibung masih sangat lamban,
menggunakan waktu yang cukup panjang dan sarana pendukung kurang memadai, hal ini
menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus izin
usaha. Masalah berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat
pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan
aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar pelaku
usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat dinikmati dari izin usaha
itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui
tentang kebijakan bahwa pembuatan izin usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan
dikantor Kecamatan / Kelurahan, yang masyarakat tahu bahwa izin hanya dapat dibuat di
kantor dinas terkait atau kantor pelayanan perizinan terpadu

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, menurut Nawawi
(2010:57) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mencari
hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari beberapa populasi atau
sampel dengan teknik pengambilan sampel secara random dan menggunakan
instrument penelitian dalam pengumpulan data untuk menguji hipotesis/dugaan
yang telah ditetapkan dengan beberapa pertanyaan.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan
maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti prosedur
yang telah ditentukan, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga
menyebabkan izin usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat,
kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
dalam memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada masyarakat belum efisien
dan efektif, dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memperoleh izin usaha
mikro dan kecil masih belum mencapai target dan bahkan ketepatan waktu dalam
menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak
sesuai dengan prosedur yang ada.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan dan Penerbitan 1zin Usaha Mikro Kecil
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ABSTRACT

Implementation of Policy for Issuance of Small Micro Business Licenses (IUMK)
in Teluk Nibung District, Tanjungbalai City

BY

MUHAMMAD ALI
171801125

Mayor Regulation No. 12 of 2015 concerning permits for micro and
small businesses in the Teluk Nibung Sub-District Office which are still very slow,
using a considerable amount of time and inadequate supporting facilities.
intention to manage business licenses. The next problem is that communication
between implementors and the micro and small business community is still very
lacking, where socialization by sub-district officials to the community does not yet
maximally require micro and small businesses not to know what benefits can be
obtained from business licensing, and most micro-credit communities and Small
has not discussed the policy of making micro and small business permits that can
be done at the office of the sub-district / kelurahan, which the community knows
that permits can only be made at the relevant official office or related licensing
service office

This type of research is qualitative descriptive, according to Nawawi
(2010: 57). Qualitative descriptive research is research that seeks relationships
because there are two or more variables from several populations or samples with
random sampling techniques and using research instruments in research to test
hypotheses / conjectures which has been determined with a few questions.

The bureaucratic structure in implementing the policy does not run
optimally, where the implementation of the policy does not follow predetermined
procedures, priority on timeliness, allowing micro and small business permits to
be given to the community, policies carried out by Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai Sub-district in giving business licenses micro and small for the
community has not been efficient and effective, judging from the number of people
who have obtained micro and small business licenses have not reached the target
and even the timeliness in licensing still requires a long time and is not in
accordance with existing procedures.

Keywords: Policy Implementation and Issuance of Small Micro Business Licenses
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil atau yang sering disingkat UMK merupakan salah satu
bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga
dengan negara Indonesia. UMK ini sangat memiliki peranan penting dalam
lajunya perekonomian masyarakat. UMK ini juga sangat membantu negara atau
pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMK juga
banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang
dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

Selain dari itu UMK juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika
dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMK ini perlu
perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi
link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan
elemen daya saing usaha, vyaitu jaringan pasar. Peranan UMK dalam
perekonomian memang besar. Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa
UMK benar-benar menjadi tulang  punggung perekonomian, Kkhususnya
Indonesia. UMK  berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan penggerak
peningkatan ekspor non migas. Kontribusi yang diberikan UMK akan semakin
besar dalam pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan. besar.
Dapat dikatakan bahwa UMK merupakan sektor yang memiliki ketahanan
terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam

pembangunan ekonomi Indonesia. Perlu penerapan strategi industri berbasis
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UMK. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim kompetisi industri
sekaligus menciptakan dampak yang siginifikan terhadap pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi. Kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan
terpuruk terlalu dalam ketika krisis ekonomi melanda. Ada tiga alasan diperlukan
perubahan menuju strategi berbasis UMK, yaitu: Pertama, UMK memiliki sumber
pertumbuhan yang memenuhi syarat untuk  mengejar pertumbuhan dan
pemerataan. Kedua, strategi ini memungkinkan penyebaran industri ke berbagai
lokasi, termasuk aset riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua
faktor di at as akan membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan
berkesinambungan. Jumlah UMK di Indonesia yang cukup banyak berpotensi
untuk meningkatkan perekonomian negara.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi
pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek
perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga Kketertiban
umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi
pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila
suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan
tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang
berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan
hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian
kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai

berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada
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klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu
dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah. Pemerintah membuat
kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung
dengan UMK vyaitu telah dicangkannya tiga butir kebijakan pokok di bidang
ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk
pelaku UMK, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal,
multifinance, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur
layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran,
kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan
transaksi  perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur
pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh
untuk meningkatkan kemampuan entrepreneurship bagi pelaku UMK. Kebijakan
pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek
teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi
keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor IUMK tersebut
bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif TUMK di dalam
proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka
mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan
pendapatan. Usaha Mikro, Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu
memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas
kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam
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mewujudkan stabilitas Nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh
kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya
sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat,
tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam, Usaha Mikro, Kecilkini telah menunjukkan peranannya dalam
perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan
kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan
pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan,
serta iklim wusaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan
perlindungan Usaha Mikro, Kecil, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang
pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal.
Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan,
kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu perlu ada nya pemberdayaan IUMK
agar tujuan dari pemerintah tercapai sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2008 yang berbunyi tentang Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro
sebagai berikut :

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,

berkembang, dan berkeadilan;

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
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c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dalam pembangunan daerah,
penciptaan lapangan Kkerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 tujuan

pemberian izin usaha mikro dan kecil diatur didalam pasal 4, yaitu:
1. Mendapat kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah
ditetapkan
2. Mendapat pendampingan dan pengembangan usaha
3. Mendapat kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan
bank dan non bank ; dan
4. Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah
daerah / atau lembaga lainnya
Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap usaha mikro dan kecil ini dapat
berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi pilar dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan setiap usaha mikro dan kecil
mampu untuk bersaing dan mempunyai nilai jual di pasar bebas kawasan MEA.
Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan ini, namun kenyataanya
sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk mengurus surat izin
usaha.

Progam pemberian izin usaha ini dilaksanakan secara nasional disetip
kantor Kecamatan/ Kelurahan yang ada di Indonesia. Kecamatan Teluk Nibung

merupakan salah satu instansi yang menjadi pelaksana tugas untuk memberikan
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surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah Kecamatan Teluk
Nibung.

Hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa Kantor Kecamatan Teluk
Nibung sementara mengimplementasikan kebijakan pemberian izin usaha mikro
dan kecil, namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih memiliki
permasalahan/kendala yang menghambat jalannya implementasi kebijakan,
sehingga kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, faktor yang
menyebabkan yaitu kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah masih buruk,
dimana pemerintah Kecamatan Teluk Nibung dalam memberikan pelayanan
pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil tidak mengikuti standar
operasioanal prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015
sehingga dalam penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kantor Kecamatan
Teluk Nibung masih sangat lamban, menggunakan waktu yang cukup panjang
dan sarana pendukung kurang memadai, hal ini menyebabkan pelaku usaha
mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus izin usaha. Masalah
berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat pelaku
usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan
aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar
pelaku usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat
dinikmati dari izin usaha itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha
mikro dan kecil belum mengetahui tentang kebijakan bahwa pembuatan izin

usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan dikantor Kecamatan / Kelurahan,
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yang masyarakat tahu bahwa izin hanya dapat dibuat di kantor dinas terkait
atau kantor pelayanan perizinan terpadu.

Begitu banyak masyarakat yang memiliki usaha mikro dan Kkecil,
khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Nibung namun sampai saat
ini pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha hanya 204 orang dan yang
belum memiliki izin sebanyak 740 izin, ini menggambarkan bahwa dalam
implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil belum mencapai
hasil yang maksimal.

Banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya
tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang
fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur
yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian
pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat
sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis
masyarakat, yaitu dalam bentuk IUMK. Sesuai Peraturan Presiden bahwasannya
izin mendirikan usaha kecil menengah dilimpahkan kepada camat yang diberikan
wewenang oleh bupati/walikota. Selain itu kepala desa/lurah dapat diberikan
delegasi tetapi harus melihat keadaan daerahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, perizinan usaha berpedoman pada
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan
Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2015 tentang

pendelegasian kewenangan pelaksanan izin usaha mikro dan kecil dari
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walikota kepada camat pembuatan perizinan menjadi mudah. Usaha dalam
menjamin kemajuan dan pengembangan IUMK juga diprogramkan oleh
Departemen  Keuangan melalui  SK  Menteri  Keuangan  (Menkeu)
N0.316/KMK.016/1994. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan
terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1998 tentang lingkup, tata cara, dan pengembangan usaha kecil.

Rendahnya pembinaan dan proses perizinan yang lambat terhadap usaha
kecil yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Nibung baik bidang dunia
usaha dan masyarakat khususnya bidang perizinan usaha, baik secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta
berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh, mandiri serta
dapat berkembang menjadi Usaha Kecil. Ruang lingkup pembinaan dan
pengembangan Usaha Kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan,
pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemberian izin usaha kecil di
kota tanjung balai Sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999,
pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan
pendapatan sebagai salah  satu sumber pembiayaan pembangunan daerah
setempat.

Satu-satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah
dengan mendorong investasi. Investasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan
sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah. Salah
satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses perizinan usaha

yang terkesan berbelit dan tidak transparan. Hal ini memberikan dasar
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pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses
perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan One Stop
Service. Proses perizinan yang diterapkan di pemerintah Kecamatan Teluk
Nibung melalui satu pintu sehingga mempermudah proses melakukan
perizinan sehingga semua UMK dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai
dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk
Nibung.

Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi ke daerah,
penerapan OSS menjadi sangat strategis dan mendesak. Pemerintah Kota
Tanjung  Balai  merespon positif ~ kebijakan  tersebut  dengan
mengimplementasikan kebijakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) atau One Stop Service.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dikaji secara ilmiah dalam
bentuk Tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha

Mikro Kecil ( IUMK) Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai”.

1.2. Perumusan Masalah
Adapun perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah implementasi kebijakan dalam memberikan lIzin Usaha
Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan dalam
memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Teluk Nibung

Kota Tanjungbalai?
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka
peneliti  mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan dalam memberikan
Izin Usaha Mikro Kecil (IJUMK) di Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai.

2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat implementasi
kebijakan dalam memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan

Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

1.4. Manfaat Penelitian
Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, bagi peniliti baru ataupun calon peneliti yang berminat dalam
penelitian sejenis sebagai bahan pemasukan dan pembanding atas penelitian
yang akan dilakukan nanti serta menambah wawasan bagi penulis.

2. Bagi Instansi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk
meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan penerbitan Izin
Usaha Mikro Kecil ( IUMK) Di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

3. Bagi pihak lain bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya

dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.
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1.5.Kerangka Berpikir

Dalam pandangan Edwards Il (dalam Nugroho 2012), implementasi
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi Kebijakan ini merupakan pelayanan yang baru
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan debirokratisasi dan memberikan
kemudahan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan izin
usaha.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98
Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan
Peraturan Walikota Kota Tanjung Balai Nomor 12 Tahun 2015 tentang
pendelegasian kewenangan pelaksanan izin usaha mikro dan kecil dari walikota
kepada camatpembuatan perizinan menjadi mudah. Perwako ini memuat bahwa
kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan
yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan
pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan
perekonomian masyarakat bahwa dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan
kecil, maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah dan cepat dalam proses
perizinan sebagai legalitas hukum  untuk  mendapatkan kepastian dan
perlindungan dalam berusaha.

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan
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(Sutedi Adrian, 2011). Izin menurut Prajyudi Atmosoedirdjo (2006) yaitu Suatu
penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang
yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat
, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh
dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak
(petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara Yyang
bersangkutan. Seperti yang kita ketahui bahwa perizinan selama ini dilakukan di
kantor dinas terkait dengan jenis izin atau bahkan dilaksanakan di badan
pelayanan perizinan terpadu, namun Implementasi kebijakan pemberian izin
usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia kini bisa dilakukan melalui camat /
lurah sesuai domisili pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan penyediaan lapangan pekerjaan, salah satu
langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu pemberian
kemudahan dalam perizinan pembangunan terutama pengadaan industri baru
terutama untuk UMK. Hal tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan serta
terobosan probisnis di Kota Tanjungbalai melalui revisi beberapa Peraturan
Walikota, yang mana peraturan-peraturan terdahulu tentang proses perizinan
yang berbelit-belit serta memakan biaya yang relatif mahal saat ini telah direvisi,
tentunya atas prakarsa Walikota Tanjungbalai . Dalam pelaksanaan selama
beberapa tahun terakhir, kebijakan tersebut ternyata mampu memacu
pertumbuhan Kota Tanjungbalai terutama peningkatan pendapatan daerah.

Berikut gambaran kerangka berfikir dibawah ini:
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2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh
Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: “Implementasi
kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum
dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-
sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang
diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102). Jadi
implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.
Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih
dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau
tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk
mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam
bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan
dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi
kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana
yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan

kedua melalui formulasi kebijakan.
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Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward Il (2012:147)
mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi, yaitu:

1. Comunication (Komunikasi)

2. Resources (Sumber Daya)

3. Disposition (Disposisi)

4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

a. Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa
yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian
informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi
implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus
disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar
mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan
memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi
(transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi
transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan
kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan
kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan
kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan
langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan
jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.
Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap

terlaksanakanya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi
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kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi
apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan
maka tidak akan berjalan dengan efektif.

b. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud,
seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya
peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia
merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan
implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia
(aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi
kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan
kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan
(pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan
kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki
sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tanganinya. Sumber daya anggaran
merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya
sumber daya menusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan
kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat
juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah
bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan
juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan
kegagalan suatu implementasi, menurut Edward Il yaitu : “Sumber daya

peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi
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implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang
semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam
implementasi kebijakan”. (Edward 1Il, 1980:102) Terbatasnya fasilitas
peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan
gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk
mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan
sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan
kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang
relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara
mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau
kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam
menginterpretasikan  tentang bagaimana cara mengimplementasikan.
Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas
pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward Il menegaskan bahwa kewenangan
(authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh
suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu
kebijakan. (Edward 111, 1980:103)

c. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana
kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik.
Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik,
maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran

tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn
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terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:
“Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, Yyaitu: pengetahuan
(cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding)
terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak
(acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.(Van
Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105) Elemen yang dapat
mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan
elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki
olen aparatur dapat memabantu pelaksanaan implementasi tersebut.
Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan
terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon
masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena
dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

d. Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam
implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan
yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap
pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting
yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang
penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar
(standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi
pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP
yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari

luar organisasi. Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang
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mempengaruhi keberhasilan suatu implmentasi menurut Edward Il di atas,
maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat
mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. “Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana

4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

5. Sikap para pelaksana, dan

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik” (Meter dan Horn dalam Wahab,

2004:79).

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi
berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu : Kesatu yaitu ukuran dan tujuan
diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut
dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Dalam ukuran
Sistem Informasi Pertanahan yang menjadi sasaran adanya kepuasan pelayanan
yang dirasakan oleh masyarakat dan adanya kemudahan dalam pembuatan
berbagai urusan tentang pertanahan salah satunya tentang pendaftaran tanah.
Tujuan dari implementasi Sistem Informasi Pertanahan, yaitu untuk memberikan
layanan secara cepat dan aman dalam proses pembuatan, pengukuran, pengurusan,
pendaftaran dan lainnya yang bersangkutan dengan masalah pertanahan. Kedua,
sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh

Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi
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kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya,
dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142).

Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan
suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat
penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal
diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses
kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan
kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya
waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan
kebijakan. Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri
badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena Kinerja
implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang
tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut
Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri
dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam
bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Pendapat lain, menurut Edwards Il yang dikutip oleh Subarsono watak,
karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,
kejujuran, dan sifat demokratis (Edwards Il dalam Subarsono, 2006:91-92). Hal
ini sangat penting karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat
ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau
karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Keempat, komunikasi
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memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi
kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:
“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan
informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok,
melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik
pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77)

Menurut Edward 11l yang dikutip oleh Widodo, komunikasi kebijakan
memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau
penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi (Edward 111
dalam Widodo, 2012:97). Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-
pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-
kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Kelima,
menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik
para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola
hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono,
2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut
dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan,
setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap
tugasnya masing- masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut
Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana

lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah
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ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik
(Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan

politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

2.2. Kebijakan Publik

Leslie A. Pal dalam widodo (2010:10) mengkategorikan definisi
kebijakan publik menjadi dua macam yaitu definisi yang lebih menekankan pada
maksud dan tujuan utama kebijakan dan definisi yang lebih menekankan pada
dampak dari tindakan pemerintah. Definisi yang lebih menekankan pada maksud
dan tujuan utama kebijakan menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:11) dapat
diidentifikasikan diantaranya yaitu :

a. A purposive course of action allowed by an actor or set of actors dealing with
a problem or matter of concern.... public policies are those policies develop by
governmental bodies an officials. (James E. Anderson)

b. A set of interrelated decisions taken by the political actor or group of actors
concerning the selection of goals and the mean of achieving them within a
specified situation where these decision should, in principle, be within the
power of these actor to achieve. (W.I Jenkins)

c. Public policy is whatever goverment choose to do or not to do (Thomas R. Dye)

d. A Projected program of goal values and practices (Harold D. Laswell and
Abraham Kaplan)

Sementara katergori pengertian kebijakan yang lebih menekankan pada dampak

dari tindakan pemerintah, menurut Leslie A. Pal dalam Widodo (2010:11)
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diantaranya yaitu “What government actually do and why (Richard Semeon),
Action taken by government (Ira Sharkansky)” Diantara pengertian yang telah
disebutkan di atas hanya ada sedikit perbedaan, oleh karena itu Leslie A. Pal
dalam Widodo (2010:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “as a
course of action or inaction chosen by public authorities to address a given
problem or interrelated set of problems . Thomas R. Dye dalam Subarsono
(2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah
untuk melakukan atautidak melakukan (publik policy is what ever government
choose to do or not to do). Subarsono (2009:2) mengartikan kebijakan menurut
Thomas R. Dye tersebut bahwa :
(1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta
(2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak
dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar pengertian kebijakan publik
yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung
dalam kebijakan publiksebagaimana yang dikemukankan oleh Anderson
dalam Widodo (2010:14) yaitu :
a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan
bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai
suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah

untuk tidak melakukan sesuatu).
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e. Kebijakan publik (positif) selalu bersdasarkan pada peraturan perundangan
tertentu yang bersifat memaksa.
Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13)
menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :
a. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu
masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
b. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan
pilihan oleh pemerintah.
c. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika
a. pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan
b. sesuatu tindakan.
c. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk
d. melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
e. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk

f.  memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, James Anderson dalam Subarsono,
(2009:12) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah
tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?

b. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana menggembangkan pilihan-
pilihan atau alternatif —alternatif untuk memecahkan masalah tersebut?

Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

UNIVERSITAS MEDAN AREA



c. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternatif ditetapkan?
Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk
melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?

d. Implementasi (implementation): siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi
dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan
perubahan atau pembatalan.

Menurut pandangan Ripley dalam Subarsono (2009:11), bahwa tahapan
kebijakan publik terdiri dari :
(1) Penyusunan agenda kebijakan,
(2) Formulasi dan legitimasi kebijakan,
(3) Implementasi kebijakan
(4) Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, & dampak kebijakan.
Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley dalam (Subarsono,
2009:11) menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan yaitu:
a. Membangun persepsi di kalangan stake holder bahwa sebuah fenomena benar-
benar dianggap masalah
b. Membuat batasan masalah dan
c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda

pemerintah.
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Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, Ripley dalam Subarsono (2009:12)
mengatakan bahwaanalisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisa
informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian
berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan
dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang
dipilin.Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Ripley dalam
Subarsono (2009:12) mengatakan bahwa Pada tahap ini diperlukan dukungan
sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan. Dalam proses
implementasi seringada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu
kebijakanberjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja
dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap
implementasi, kinerja dan dampak kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.
Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan
tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat
membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295).
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan
yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah
undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,
maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana,sumber daya keuangan,

dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut,
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dan bagaimana mengantarkan kebijakansecara konkrit ke masyarakat
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat
mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan
kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkahyang ada,yaitu langsung
mengimplementasikan program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau
turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang
atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik
penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik
yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi
Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keptusan Kepala Dinas,
dll (Riant Nugroho Dwijowijoto,2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2009) yang dikutip oleh
Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat ataukejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65)

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah
bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu
bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak

dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan
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atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementasi kebijakan merupakansuatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang
Sunggono 2004:137).

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan
kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah

dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.3. Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi
kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian
implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke
proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen
khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program
program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya
berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan
Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi

kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan
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sebelumnya. Tindakan-tindakan inimencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurunwaktu
tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusankebijakan
yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan
tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul

Sabatier (2009) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2013:
65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya
terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan
fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman
kebijaksanaan ~ Negara yang mencakup  baik  usaha-usaha  untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian.
Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran
ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi
implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai
aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri Terdapat beberapa teori
dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1) Teori George C. Edward
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Edward 1l (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran
(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan
konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk
melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya
tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi
implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki
disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika
implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat
kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan
kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP)
dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi

yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
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Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber
yang penting meliputi, staff yang memadai sertakeahlian-keahlian yang baik
untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan
pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi
Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating
Procedures (SOP) dan Fragmentasi: SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-
ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang

terbatas dan sumber-sumber dari parapelaksana serta keinginan untuk
keseragaman dalam bekerjanya oOrganisasi-organisasi yang kompleks dan

tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit

birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan

pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang
mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2) Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan implementasi menurut Merilee S.
Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar,
yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (contextof
implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan
kelompok sasaran atau target group termuat dalam isikebijakan, jenis manfaat
yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari
sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah
kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah

program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan Wibawa
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(dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle
ditentukan oleh isi kebijakan dankonteks implementasinya. Ide dasarnya adalah
bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan
dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari
kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:
Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

b. Derajat perubahan yang diinginkan.

c. Kedudukan pembuat kebijakan.

d. (Siapa) pelaksana program.

e. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:
a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
b) Karakteristik lembaga dan penguasa.

c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif

akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor,

penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para

aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang

diperlukan.

3) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier Menurut Mazmanian dan
Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94)ada tiga kelompok variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah
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(tractability of theproblems), karakteristik kebijakan/undang-undang (ability
of statuteto structure implementation) dan variabel lingkungan
(nonstatutoryvariables affecting implementation).

4) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn
(dalam Subarsono, 2011: 99) ada liman variabel yang mempengaruhi Kinerja
implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi
antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan
kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward 111 (Budi
Winarno, 2008: 175-177)proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal
penting, yaitu:

a) [Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah
transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,
ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu
perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

b) Faktor kedua adalah  kejelasan, jika  kebijakan-kebijakan
diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, makapetunjuk-
petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana
kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas.
Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan
tidakmenetapkan kapan dan bagaimana suatu programdilaksanakan.

c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksaan harus konsisten

dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada
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pelaksanakebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka
perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan

menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan
bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi
kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat
membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Jampersal secara

lebih mendalam.

2.4. Konsep Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasaYunani
“polis” berarti negara, kota yang kemudian masuk kedalam bahasa Latin menjadi
“politia” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “policie”
yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau
administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “policy” dipergunakan untuk
menunjuk perilakun seorang aktor (misalnya seorang pejabat,suatu kelompok
maupun suatubadan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan
tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai
untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang
memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan
sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.Budi Winarno (2008:16)
menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk

menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok
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maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang
kegiatan tertentu,pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif
memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi
kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang kebih bersifat ilmiah dan
sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karenaitu diperlukan batasan
atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Frederickson dan Hart dalam
Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu
sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran

yang diinginkan.

2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang
dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah *“to provide the means for
carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give
practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.
Sementara Donald S. Van Metter dan Carl E. Va dalam Widodo (2010:86)
memberikan  pengertian implementasi dengan mengatakan : Policy
implementation encompasesses those action by public and private individual (or
group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy
decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into

operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small
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changes mandated by policyyy decision. Dan Mazmanian dan Sabatier dalam
Widodo (2010:87) menjelaskanmakna implementasi dengan mengatakan : To
understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the
subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the
isuing of outhoritative public policy directives, wich included both the effort to
administer and the subtantives, which impacts on the people and event .

Menurut Joko Widodo (2010:88), memberikan kesimpulan pengertian bahwa :
Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang
termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh
pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.
Sebuah implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan
birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. MenurutWahab (2005:63)
“implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan,
(2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target
group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63)
memfokuskan diri pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa
alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari
sudut pandang implementor, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan
terfokus padatindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai
keberhasilan program”. Sementara dari sudut pandang target groups.

Menurut Wahab (2005:64) implementasi akan lebih dipusatkan pada “apakah

implementasi kebijakan tersebut benar-benar mengubah pola hidupnya dan
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berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan
mereka”.
Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak
selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan
suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau
faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik
serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model
implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli,
diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut VVan Metter dan Van
Horn (1975), George Edward Il (1980), Grindle (1980) dan Masmanian
danSabatier (1987).
Menurut George Edward Il dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain
yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur
birokrasi.
a. Komunikasi
Menurut Edward 111 dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai
“proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi
mengenai kebijakan publik menurut Edward I11 dalam Widodo (2010:97) perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat
mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan
kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai

dengan yang diharapakan. Menurut Edward Il dalam Widodo (2010:97),
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komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi

transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak
hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga
disampaikan kepadakelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang
berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2) Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang
ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang
berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa
yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan
publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus
dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut
secara efektif dan efisien.

3) Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar kebijakan yang diambil
tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target
grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward 11l dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor

sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

Menurut Edward 11l dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut

meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya

peralatan dan sumberdaya kewenangan :

1) Sumberdaya Manusia
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Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward 111 dalam Widodo (2010:98)
menyatakan bahwa ““‘probably the most essential resources in
implementing policy is staff”. Edward Illdalam Widodo (2010:98)
menambahkan ““no matter how clear and consistent implementation order
are and no matter accurately they are transmitted, if personnel
responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective
job, implementing will not effective”
2) Sumberdaya Anggaran

Edward 111 dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan
studinya ““budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition
of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that
implementor can be provide to public”. Menurut Edward Ill, terbatasnya
anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya
diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward Il dalam Widodo
(2010:100) menyatakan bahwa ““new towns studies suggest that the limited
supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the
program™.

MenurutEdward Ill, terbatasnya insentif yang diberikan kepada
implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.
Edward 111 dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya
sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan

kebijakan. Disamping program tidak bisadilaksanakan dengan optimal,
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keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan
rendah.
3) Sumberdaya Peralatan
Edward 11l dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya
peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi
implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana
yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam
implementasi  kebijakan. Edward 11l dalam Widodo (2010:102)
menyatakan : Physical facilities may also be critical resources in
implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand
what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but
without the necessary building, equipment, supplies and even green space
implementation will not succeed.
4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan
suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward Il
dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (authority)
yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu
lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu
kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan
suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu
keputusan. Oleh karena itu, Edward Il dalam Widodo (2010:103),

menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang
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cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan
yang menjadi kewenangannya.
c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward 111 dalam Widodo (2010:104) dikatakan

sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan

untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa
yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward 11l dalam Widodo

(2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin

berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya

mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk
melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan
untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward 111 dalam Agustinus (2006:159-

160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personel yang ada tidakmelaksanakan kebijakan yang
diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu,
pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi

masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.
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Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri,

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan

atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang

membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini

dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam

karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika

Serikat, yaitu:

1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan
keperluan publik (public affair).

2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi
kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam
setiap hierarkinya.

3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi
berada dalam lingkungan yang kompleks danluas.

4) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi denganbegitu
jarang ditemukan birokrasi yang mati.

5) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari

pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan

cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana

UNIVERSITAS MEDAN AREA



cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun
Edward 11l dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi
kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur
birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut Edward Il dalam Widodo
(2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian
kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards 11l dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik
utama dari birokrasi yakni: ”Standard Operational Procedure (SOP) dan
fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational
procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan
kepastian waktu, sumber daya sertakebutuhan penyeragaman dalam
organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward Il dalam Widodo
(2010:107) menyatakan bahwa :demikian pula dengan jelas tidaknya standar
operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan
kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung
jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungandiantara organisasi
pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan
implementasi kebjakan. Namun, berdasakan hasil penelitian Edward IlI
dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat
menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-
cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan

dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula
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probabilitas SOP menghambat implementasi Edward 11l dalam Winarno
(2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran
tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda
sehingga memerlukan koordinasi” Edward 11l dalam Widodo (2010:106),
mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah
atau tersebar.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan
untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam
pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.
Robbins (2007) mendefinisikan struktur organisasi sebagai penentuan
bagaimana pekerjaan dibagi, dibagi, dan dikelompokkan secara formal.
Sedangkan organisasi merupakan unit sosial yang dikoordinasikan secara
sadar, terdiri dari dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam suatu dasar yang
relatif terus-menerus guna mencapai serangkaian tujuan bersama.

Dalam konteks desain organisasi, lvancevich (2008) mendefinisikannya
sebagai proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja
jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Dengan demikian, keputusan atau
tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur
organisasi.

Ada enam elemen yang perlu diperhatikan oleh para manajer ketiak akan

mendesain struktur organisasi. Ke-enam elemen tersebut meliputi :

1. Spesialisasi Pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi

dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri
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2. Departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan
pekerjaan secara bersama-sama

3. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang
membentang dari puncak organisasi ke unit terbawah dan menjelaskan
siapa yang bertanggung jawab kepada siapa. Wewenang sendiri
merupakan hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk
memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintahnya tersebut
dipatuhi

4. Rentang Kendali adalah jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh
seorang manajer secara efisien dan efektif

5. Sentralisasi — Desentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana tingkat
pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam
organisasi

6. Formalisasi adalah sejaun mana pekerjaan pekerjaan di dalam
organisasi dilakukan.

7. Rentang kendali adalah

2.6. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai
beberapa faktor penghambat, yaitu :
a. Isi kebijakan
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan
maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan

penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama
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sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern
dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan
diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan
yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan
implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-
kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya
yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran
yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan
untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada,
misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada
pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut.

d. Pembagian Potensi
Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan
publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang
terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas

dan wewenang organisasi pelaksana.

Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila

pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian
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tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas

(Bambang Sunggono,2004 : 149-153). Adanya penyesuaian waktu khususnya

bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat

penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, faktor-faktor

yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu

kebijakan publik, yaitu :

a) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat
beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan public yang bersifat
kurang mengikat individu-individu.

b) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana
mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau
bertentangan dengaan peraturan hukum dan keinginan pemerintah;

c) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota
masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau
dengan jalan melawan hukum;

d) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang
mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber
ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik;

e) Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem
nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompokkelompok tertentu

dalam masyarakat. (Bambang Sunggono, 2004 :144-145).
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Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai
manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan Kkata lain, tindakan atau
perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang
diinginkan oleh pemerintah ataunegara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan
mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu

kebijakan public tidaklah efektif.

2.7. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas,
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur,
dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih
dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2007:102). Adapun syarat-
syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna
menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip
Solichin Abdul Wahab , yaitu :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan
mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut
mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup
memadai

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan

kausalitas yang handal
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Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata
rantaipenghubungnnya

f.  Hubungan saling ketergantungan kecil

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

J. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut
danmendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Solichin Abdul Wahab,2007:71-

78).

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward Ill) yang dikutip oleh

Budi winarno(2007 - 178), faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan,

yaitu :

1) Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan,
yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor pertama yang
mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat
yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah
dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implemetasi kebijakan adalah
kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak
hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi
tersebut harus jelas.Faktor ketiga yang mendukung implementasi

kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin
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berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten
dan jelas.

2) Sumber-sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan
meliputi : staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3) Kecenderungan-kecenderungan atau  tingkah  laku-tingkah  laku.
Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana
bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yangdalam hal ini berarti
adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan
sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4) Struktur birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara
keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan

juga organisasi-organisasi swasta (Budi Winarno,2002 :126-151).

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn
yang dikutip oleh (Budi Winarno,2002 :151-156), faktor-faktor yang mendukung
implementasi kebijakan yaitu:
(@) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan.

Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang

akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak
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dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak
dipertimbangkan.

(b) Sumber-sumber Kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang
efektif.

(c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi
dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para
pelaksana.

(d) Karakteristik badan-badan pelaksana.

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi.
Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu
implementasi kebijakan.

(e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan
pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

(f) Kecenderungan para pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan

mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan(Budi Winarno, 2002:110).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan
untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula

oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson
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yang dikutip oleh Bambang Sunggono (2004:66), masyarakat mengetahui dan

melaksanakan suatu kebijakan publicdikarenakan :

(5) Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan
badan-badan pemerintah;

(6) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

(7) Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan
dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan;

(8) Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu
lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;

(9) Adanya sanksi-sanksi tertentu yaang akan dikenakan apabila tidak

melaksanakan suatu kebijakan (Bambang Sunggono,1994 : 144).

2.8. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi
kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan
maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun
unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan
baik, yaitu :

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan
adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan

hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
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b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas
hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya
harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu
peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang
sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguanatau hambatan-hambatan
dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan
hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan
baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak
menimbulkan  gangguan-gangguan  atau  hambatan-hambatan  dalam
pelaksanaannya.

d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran
hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti
yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono,

2010 : 158).

2.9. Pengertian Usaha Mikro Kecil

Usaha Mikro, Kecil (UMK) memiliki definisi yang berbeda pada setiap
literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang undang. Sesuai
dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil. UMK

didefinisikan sebagai berikut:
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1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usahaperorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam undang undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMK dinyatakan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan
menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek :

1. Aspek pendanaan, aspek pendanaan disini ditujukan untuk memperluas

sumber pendanaan dan memfasilitasi para pengusaha UMK untuk
mendapatkan informasi tentang akses pendanaa baik dari kredit perbankan,
lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan. Memberikan
kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan
tidak diskriminatif dalam pelayanaan untuk mendapatkan pembiayaan dan
jasa/atau produk keuangan dengan menggunakan sistem konvensional
maupun sistem syariah dengan jaminaan yang disediakan oleh pemerintah
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana, aspek ini ditujukan unutk mengadakan

prasarana umum Yyang dapat mendorong dan mengembangkan
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pertumbuhan UMK dan memberikan keringanan tarif prasarana tertentu
bagi UMK.

3. Aspek informasi, aspek informasi disini ditunjukan untuk membentuk dan
mempermudah pemanfaatan bank dan data jaringan informasi bisnis.
Mengadakan dan meyebarluaskan informasi mengenai pasara, sumber
pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknoligi, dan mutu. Juga
memberikan jaminan transpartansi dan akses yang sama bagi semua pelaku
UMK atas segala informasi usaha.

4. Aspek kemitraan, aspek ini ditujukan untuk mendorong terjadinya
hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha
antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar. Mengembangkan
kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMK. Dan mendorong
terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha
yang sehat dan melindungi konsumen, agar mencegah terjadinya
penguasaan pasar dan pemutusan usaha oleh orang perseorangan atau
kelompok tertentu yang merugikan UMK,

5. Aspek perizinan, aspek ini ditujukan untuk memberikan kemudahan
persyaratan dan tata cara perizinana serta informasi yang seluas-luasnya
dengan sistem pelayanan informasi terpadu satu pintu. Dan membebaskan
biaya perizinan bagi Usaha Mikro serta memberikan keringanan biaya
perizinan bagi Usaha Kecil.

6. Aspek kesempatan berusaha, aspek ini ditujukan untuk menentukan

peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang
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pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki
lima, serta lokasi lainnya. Aspek ini juga ditujukan untuk mencadangkan
bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat
padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang turun-temurun.
Menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMK serta bidang
usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama
dengan UMK. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh
UMK melalui pengadaan secara langsung. Memberikan bantuan konsultasi
hukum dan pembelaan.

7. Aspek promosi dagang, aspek ini ditujukan untuk meningkatkan promosi
produk UMK di dalam dan di luar negeri, memperluas sumber pendanaan
untuk mempromosikan produk UMK di dalam dan di luar negri.
Memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk UMK yang
mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi
produk di dalam dan di luar negeri, dan memfasilitasi pemilik hak atas
kekayaan intelektual atas produk dan desain UMK dalam kegiatan usaha
dalam negeri dan ekspor.

8. Aspek dukungan kelembagaan disini ditujukan untuk mengembangkan dan
meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha,
konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya

sebagai lembaga pendukung pengembangan UMK.

Adapun kriteria UMK di bagi dalam 3 kriteria, 3 kriteria itu adalah sebagai

berikut;
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1. Kriteria usaha mikro:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus
juta rupiah).

Usaha Mikro juga memiliki ciri antara lain;

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat
berganti;

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah
tempat;

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan
tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha;

4. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang
memadai;

5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah;

6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka

sudah akses ke lembaga keuangan non bank;

~

Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya
termasuk NPWP.

Usaha mikro juga merupakan suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk
dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro
mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha

non mikro, antara lain :
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f. Perputaran usaha (turn over) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana

yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap

berjalan bahkan terus berkembang;

g. Tidak sensitif terhadap suku bunga;

h. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.

i. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan

asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang

sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi

usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.Menurut Undang-undang No. 9

Tahun 1995, ciri-ciri usaha kecil adalah :

1.

2.

Lokasi / tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
Pada umumnya sudah melakukan pembukuan / manajemen keuangan
walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan
dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.

Harus sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnnya
termasuk NPWP.

Sumberdaya manusia (pengusaha) sudah mulai / lebih maju rata-rata
berpendidikan SMU namun masih perlu ditingkatkan pengetahuan
usahanya dan sudah ada pengalaman usaha, namun jiwa wirausahanya
masih harus ditingkatkan lagi.

Sebagian sudah mulai mengenal dan berhubungan dengan perbankan

dalam hal keperluan modal, namun sebagian besar belum dapat membuat
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businessplanning, studi kelayakan dan proposal kredit kepada bank

sehingga masihsangat memerlukan jasa konsultan/pendampingan.

Pendapat lain dari menyebutkan, bahwa secara umum usaha kecil memiliki

karakteristik sebagaiberikut:

1.

6.

Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti
kaidah administrasi pembukuan standar.

Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat
tinggi.

Modal terbatas.

Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta diversifikasi pasar sangat
terbatas.

Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah.

Dengan demikian, usaha kecil merupakan usaha mikro ekonomi produktif yang

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi Kriteria usaha kecil sebagaimana

dimaksud dalam undang — undang ini.

Menurut Soeharto Prawirokusumo (2010:121) perkembangan usaha termasuk

perkembangan usaha dari UMK ini dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu tahap

conceptual, start up, stabilisasi, pertumbuhan (growth stage), dan kedewasaan.
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Dikajian ini akan membahas perkembangan usaha dilihat dari tahapan conceptual,
yaitu

1. Mengenal peluang potensial
Dalam mengetahui peluang potensial yang penting harus-harus diketahui
masalah yang ada dipasar, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang
telah terdeteksi. Solusi inilah yang akan menjadi gagasan yang dapat
direalisasikan.

2. Analisa peluang
Tindakan yang bisa dilakukan untuk merespon peluang bisnis adalah dengan
melakukan analisa peluang berupa market research kepada calon pelanggan
potensial.Analisa ini dilakukan untuk melihat respon pelanggan terhadap
produk, proses, dan pelayanannya.

3. Mengorganisasi sumber daya Yang perlu dilakukan ketika suatu usaha berdiri
adalah memanajemen sumber daya manusia dan uang. Pada tahap inilah yang
sering disebut sebagai tahap memulai usaha. Pada tahap ini dikatakan sangat
penting karena merupakan kunci keberhasilan pada tahap selajutnya.Tahap
ini bisa disebut sebagai tahap warming up.

4. Langkah mobilisasi sumber daya
Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima resiko adalah langkah
terakhir sebelum ke tahap start up.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil pada hakekatnya merupakan tanggungjawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil pada mulanya

tidak mengalami kemajuan yang sangat berarti baik dari segi kuantitas ataupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA



kualitasnya dikarenakan kurang mendapat perhatian serius dari pihak yang

berwenang.

Usaha kecil menengah dapat dilihat dari beberapa aspek. Dalam
perekonomian Indonesia, sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan
penting, terutama bila dikaitkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap
oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi
pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk
memeratakan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Adapun yang menjadi
bagian dari usaha kecil dan menengah adalah: sektor pertanian, sektor
perdagangan, sektor perdagangan, sektor perdagangan, sektor pertambangan,
pengolahan, sektor jasa, dan lainnya.

Ada beberapa pengertian usaha kecil menengah dari berbagai pendapat (Tulus
Tambunan,1999), antara lain:

1. Pengertian usaha kecil berdasarkan surat edaran Bank Indonesia
No.26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK)
adalah usaha yang memiliki total asset Rp60 juta (enam ratus juta rupiah)
tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini
meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang
asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp600 juta.

2. Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan
menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan

industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin

UNIVERSITAS MEDAN AREA



dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi
modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga
Negara Indonesia.

3. Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa
bagian, yaitu: (i) Usaha Rumag tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii)
Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29
tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

4. Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM
adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50 milyar, tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250 milyar
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
3.1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Teluk Nibung yang beralamat di

Jalan Hiu Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.
3.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan mulai Desember 2018 sampai dengan bulan Februari

2019.

3.2. Bentuk Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, menurut Nawawi
(2010:57) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mencari
hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari beberapa populasi
atau sampel dengan teknik pengambilan sampel secara random dan
menggunakan instrument penelitian dalam pengumpulan data untuk menguiji

hipotesis/dugaan yang telah ditetapkan dengan beberapa pertanyaan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan
dalam proses pengumpulan data adalah :

1. Lilbrary Research (Penelitian Kepustakaan)
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Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu
cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku — buku dan
bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari

data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke

lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan
yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.

b. Wawancara (Interview) yaitu cara yang di lakukan peneliti kepada para
pejabat Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagai
berikut :

1. Informan Kunci (Camat Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai)
2. Informan Utama (Sekeretaris Camat Teluk Nibung Kota
Tanjungbalai)
3. Informan Tambahan (Kepala seksi KecamatanTeluk
Nibung Kota Tanjungbalai dan Pihak Kelurahan serta
Pihak kepala lingkungan)
c. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam

memberikan informasi dalam penelitian.
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3.4. Defenisi Konsep Dan Operasional

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih
menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep.
Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang yang sesuai dengan
hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus
memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk
kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Definisi Konseptual Variabel
adalah penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas,
dan tegas seperti dalam penelitian ini memiliki dua variabel yaitu implementasi

kebijakan dan penerbitan izin usaha mikro kecil. Adapun defenisi konsepnya yaitu

a. Implementasi kebijakan

Komunikasi

Sumberdaya

Disposisi

Struktur birokrasi
b. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil

- Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berpedoman pada Peraturan
Walikota Kota Tanjung Balai  Nomor 12 Tahun 2015 tentang
pendelegasian kewenangan pelaksanan lIzin Usaha Mikro dan Kecil

(IUMK).
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3.5. Teknik Analisis Data

Menurut J. Moleong 2010: 103 menjelaskan bahwa Teknik analisis data
adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikanya ke dalam suatu pola,
kategori, dan satuan uraian dasar. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih
menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan
maksud dan tujuan analisis data. Teknik Analisis data proses mengorganisasikan
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang didasarkan oleh data.
Dalam penelitian ini, di gunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang
kondisi data dan informasi yang di dapatkan serta gejala — gejala yang ada. Data
yang terkumpul melalui wawancara, observasi serta mendokumentasikan seluruh
hasil penelitian.

Metode penelitian Teknik analisis data ini berpedoman terhadap studi atau
penelitian yang telah di lakukan pada saat penelitian di lapangan. Berbagai
kesimpulan dari hasil penelitian dan di bandingkan dengan teori yang ada,
kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya di
berikan masukan — masukan terhadap Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota

Tanjungbalai tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kesimpulan Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dideskripsikan
didalam bab 4 tentang implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan
kecil, maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus penelitian yang dilihat
dari proses implementasi dan hasil dari kebijakan sebagai berikut: Implementasi

Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil ( ITUMK) Di Kecamatan Teluk

Nibung Kota Tanjung Balaidilihat dari empat aspek yaitu :

1) Komunikasi antara Aparatur Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian
masyarakat tidak menerima informasi secara langsung dari pelaksanaan
kebijakan dan bahkan ada masyarakat yang belum mendengar informasi
tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sesuai dengan
Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015.

2) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai,
namun sumber daya sarana sudah memadai di Kecamatan Teluk Nibung
Kota Tanjungbalai .

3) Disposisi atau sikap Aparatur Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, dilihat dari segi
kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan dan telah diatur pada

Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015.
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4) Struktur birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015
dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana
mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti prosedur yang telah
ditentukan, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan izin
usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat, kebijakan
yang dilakukan oleh Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam
memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada masyarakat belum efisien dan
efektif, dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memperoleh izin usaha
mikro dan kecil masih belum mencapai target dan bahkan ketepatan waktu
dalam menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama

dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis
dapat sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung

Balai, yaitu:

1) Komunikasi antara implementor kebijakan sesuai dengan dengan kelompok
penerima kebijakan (Masyarakat) perlu untuk ditingkatkan lagi agar seluruh
masyarakat mengetahui tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil yang
accuannya pada Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015.

2) Sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
harus ditambah jumlahnya agar beban kerja sesuai dengan jumlah

pegawai/staf pelaksana kebijakan.
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3) Disposisi atau sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan semakin
ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang besar untuk membuat
kebijakan ini berhasil dengan baik.

4) Struktur birokrasi telah dalam pelaksanaan ini perlu untuk ditingkatkan lagi,
agar pihak Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan Masyarakat
lebih konsisten untuk mengikuti prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota
No 12 Tahun 2015.

5) Diharuskan pada pemerintah khusunya Kecamatan Tanjungbalai mampu
memberikan alokasi dana khusus operasional untuk pelayanan ITUMK karena
program ini merupakan program yang digratiskan sehingga pihak kecamatan
tidak merasa beban akan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat.

6) Untuk masyarakat, hendaknya mampu membantu program IUMK yang
dilaksanakan oleh pihak kecamatan dalam hal kepengurusan IUMK secara

kolektif dan massal.
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